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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bergesernya paradigma manajemen pemerintahan dalam dua dekade 

terakhir yaitu dari berorientasi proses menjadi berorientasi hasil telah ikut 

mereformasi sistem pengelolaan keuangan negara baik di negara maju 

maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Reformasi pengelolaan 

keuangan negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya Undang-

Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membawa 

banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan 

mendasar tersebut diantaranya adalah diperkenalkannya pendekatan 

penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dalam 

penyusunan anggaran pemerintah.  

Sejalan dengan itu, dalam kerangka otonomi daerah, Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan 

dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-

masing. Kedua undang-undang ini membawa konsekuensi bagi daerah dalam 

bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan 

cara yang efektif dan efisien. Pengalokasian dana yang efektif mengandung 

arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah mengarah pada 

pencapaian sasaran dan tujuan stratejik yang dimuat dalam dokumen 
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perencanaan stratejik daerah. Sedangkan, pengalokasian dana yang efisien 

mengandung arti bahwa pencapaian sasaran dan tujuan stratejik tersebut telah 

menggunakan sumber daya yang paling minimal dengan tetap 

mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan. Pengalokasian 

pengeluaran yang efektif dan efisien tersebut dapat diwujudkan dengan 

penerapan performance-based budgeting dalam penyusunan anggaran 

pemerintah daerah. 

Di Indonesia, berbagai peraturan dan pedoman telah diterbitkan terkait 

dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-based 

budgeting) pada pemerintah daerah. Termasuk yang diatur dalamnya adalah 

pencantuman indikator kinerja dalam dokumen-dokumen perencanaan dan 

penganggaran serta penggunaan indikator kinerja tersebut dalam proses 

penyusunan anggaran pemerintah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tingkat pemerintah 

daerah (provinsi/kabupaten/kota). Sedangkan, pada tingkat satuan kerja 

pemerintah daerah (SKPD) meliputi Rencana Stratejik (Renstra) SKPD, 

Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

SKPD. 

Keselarasan antar dokumen-dokumen perencanaan dapat dilihat dari 

keselarasan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen-dokumen 

tersebut. Pada SKPD, indikator kinerja yang dimuat dalam Renja SKPD 

haruslah mendukung pencapaian indikator kinerja yang termuat dalam 
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Renstra SKPD. Dan selanjutnya, indikator kinerja Renja SKPD harus 

didukung oleh indikator kinerja yang dimuat dalam RKA SKPD. Adanya 

keselarasan indikator kinerja ini secara logis akan dapat mengaitkan tujuan-

tujuan yang hendak dicapai yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan 

strategis (Renstra SKPD) dengan kegiatan-kegiatan operasional yang 

dilaksanakan SKPD. 

Dalam artikel ini penulis mencoba menguraikan hasil penelitian yang 

penulis lakukan mengenai penerapan penganggaran berbasis kinerja 

(performance-based budgeting) pada pemerintah daerah dilihat dari 

persyaratan penetapan dan penggunaan indikator kinerja dalam proses 

penyusunan anggaran (APBD) dan faktor-faktor yang menyebabkan belum 

berjalannya penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) 

tersebut.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah skripsi ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemahaman pegawai tentang penganggaran berbasis e-

budgeting? 

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penganggaran berbasis 

e-budgeting? 
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C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan bahasan penjualan, maka penulis akan 

membuat batasan terhadap masalah tersebut agar penulisan terfokus pada 

masalah yang diangkat menjadi judul skripsi ini. Adapun batasan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Analisa permasalahan dan kebutuhan dengan menggunakan metode 

observasi dan interview. 

2. Dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

MYSQL. 

3. Tidak membahas tentang keamanan sistem 

 

D. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Memberikan pemahaman pegawai tentang penganggaran berbasis e-

budgeting. 

2. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan penganggaran berbasis e-

budgeting. 

 

E. Manfaat 

Manfaat perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung bagi pihak terkait. 

1. Bagi Penulis 

Menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan terutama tentang 

pemrograman web menggunakan PHP dan MySql  
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2.  Bagi Intansi 

Malakukan penelitian ini perusahaan menyadari alternatif pemecahan 

masalah yang terjadi. 

3. Bagi Pembaca 

Dengan melakukan penelitian ini Sebagai salah satu bahan referensi 

ntuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 


